
 



 

 

LAPORAN PENANGANAN ADUAN SPAN-LAPOR! 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

SEMESTER I 
 
 

I. RINCIAN PENANGANAN ADUAN #9975439 
A. Informasi Umum Aduan 

Nomor ID : #9975439 
Tanggal Masuk : 19 Februari 2026 
IdenEtas Pelapor : Anonim 
Kategori Aduan : Pangkat, Jabatan dan Kinerja ASN 

 
B. Substansi Permasalahan 

Pelapor menyatakan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Fungsional 
Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengabdi selama 17 
tahun. Poin- poin keberatan yang disampaikan melipuE: 
1. Pelapor mengklaim telah memenuhi persyaratan umum dari instansi pembina untuk 

mengikuE Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; 
2. Adanya keluhan terhadap kebijakan baru dari Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI 

Provinsi Kepulauan Riau yang mewajibkan pelaksanaan uji kompetensi tambahan di 
Engkat daerah; 

3. Pelapor merasa keberatan karena jadwal serta kejelasan pelaksanaan teknis uji 
kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI dinilai belum tersosialisasikan 
dengan baik. 

  
C. Alur Disposisi 

Tanggal/Waktu Aksi Keterangan 
19 Februari 2026, 

12:33 WIB 
Aduan Masuk Laporan resmi diterima melalui pla\orm website 

SPAN-LAPOR! 
19 Februari 2026, 

12:33 WIB 
Disposisi Instansi Laporan didisposisikan oleh Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau kepada BKD dan KORPRI Provinsi 
Kepulauan Riau 

20 Februari 2026, 
09:47 WIB 

Tindak Lanjut BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau 
memberikan tanggapan resmi atas aduan 
tersebut 

 
D. Tanggapan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau 

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut: 
1. Transformasi Regulasi Kepegawaian: Ditegaskan bahwa berdasarkan Undnag-Undang 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem kepegawaian nasional kini 
bertransformasi sepenuhnya ke arah Sistem Merit; 
 
 



 
2. Kriteria Kenaikan Jenjang: Masa kerja (seperE pengabdian 17 tahun pelapor) diakui 

sebagai modal besar, namun regulasi terbaru mengamanatkan bahwa kenaikan jenjang 
jabatan bukaln lagi hak otomaEs yang diperoleh semata-mata karena lamanya 
pengabdian, melainkan hasil dari pemenuhan standar kompetensi padda level jabatan 
yang lebih Enggi; 

3. Standarisasi Kompetensi: Kebijakan uji kompetensi dilaksanakan guna menjamin seEap 
pejabat fungsional memiliki standar kualitas yang kompeEEf secara nasional serta siap 
menjalankan tanggung jawab yang lebih berat dengan sukses. 

 
E. Status Ahkir Aduan 

Status Akhir : SELESAI 
Keterangan  : Laporan telah dinyatakan selesai dan ditutup oleh sistem setelah 

adanya klarifikasi yang komprehensif dari instansi berwenang 
 
F. Tangkapan Layar SPAN-LAPOR! 

Aduan 

 
 
Tindak Lanjut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. RINCIAN PENANGANAN ADUAN #10285844 
A. Informasi Umum Aduan 

Nomor ID : #10285844 
Tanggal Masuk : 17 Juni 2026 
IdenEtas Pelapor : Anonim 
Kategori Aduan : Lainnya Terkait Kepegawaian 

 
B. Substansi Permasalahan 

Pelapor merupakan guru yang bertugas di wilayah pulau, menyampaikan keluhan operasional 
terkait implementasi aplikasi absensi online (SIAP KEPRI), sebagai berikut: 
1. Guru-guru di wilayah pulau mengalami kesulitan melakukan presensi tepat waktu keEka 

menghadapi cuaca buruk (hujan, gelombang laut Enggi, badai). Sistem yang mengunci 
koordinat tertentu dinilai membahayakan jika guru dipaksa menerjang gelombang demi 
mencapai sekolah atau area presensi. Selain itu, keterbatasan jaringan internet/sinyal 
seluler di pulau menyulitkan melakukan presensi online; 

2. Pelapor juga mengeluhkan kebijakan kepala sekolah yang mengubah jam masuk secara 
sepihak (menjadi Pukul 06:30 atau 07:00 WIB), yang dinilai Edak sinkron dengan acuan 
jam kerja yang sesuai dengan Peraturan Gubernur yaitu pukul 07:30 WIB. Hal ini 
menyebabkan beban kerja guru berlebih karena jam pulang tertahan hingga pukul 16:00 
WIB; 

3. Pelapor memohon agar disediakan kontak person atau nomor admin khusus aplikasi SIAP 
Kepri untuk Engkat sekolah agar kendala sistemik harian dapat segera dilaporkan tanpa 
memicu perselisihan internal dengan pihak pimpinan sekolah. 

  
C. Alur Disposisi 

Tanggal/Waktu Aksi Keterangan 
17 Juni 2026, 

20:02 WIB 
Aduan Masuk Laporan resmi diterima melalui pla\orm 

website SPAN-LAPOR! 
18 Juni 2026, 

07:51 WIB 
Disposisi Instansi Laporan didisposisikan oleh Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau kepada BKD dan 
KORPRI Provinsi Kepulauan Riau 

18 Juni 2026, 
14:46 WIB 

Tanggapan Tahap I BKD Provinsi Kepri memberikan tanggapan 
awal yang menjelaskan status uji coba sistem 
dan regulasi dasar Pergub jam kerja 

19 Juni 2026, 
08:24 WIB 

Umpan Balik 
Pelapor 

Pelapor mengirimkan tanggapan lanjutan 
(feedback) guna menegaskan urgensi kontak 
admin teknis dan kepasEan jam kerja 

21 Juni 2026, 
12:18 WIB 

Tanggapan Tahap II BKD dan KORPRI Provinsi Kepri menyampaikan 
solusi akhir terkait penyediaan admin serta 
kebijakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan 

4 Juli 2026, 
00:44 WIB 

Sistem Tutup Laporan dinyatakan selesai dan resmi ditutup 
oleh sistem 

 
 
 



 
 
D. Tanggapan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau 

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut: 
1. Tahap Uji Coba & Inventarisasi Masalah Geografis: BKD menegaskan bahwa 

implementasi SIAP Kepri pada jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri saat ini 
masih berada dalam tahap uji coba. BKD bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan 
Riau berkomitmen menginventarisasi segala kendala riil di lapangan (seperE 
keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan faktor cuaca ekstrem di kepulauan) agar 
sistem menjadi lebih adapEf; 

2. Kepas]an Hukum Jam Kerja Pegawai: Pengaturan waktu kerja mengacu pada Peraturan 
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja 
Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 9, satuan pendidikan 
diberikan ruang pengaturan khusus untuk menyesuaikan waktu kegiatan belajar 
mengajar sesuai karakterisEk layanan, sepanjang dikaji, dikoordinasikan, dan ditetapkan 
secara resmi melalui Dinas Pendidikan agar Edak terjadi kelebihan beban kerja bagi guru; 

3. Penyediaan Kontak Admin Sekolah: Mengakomodasi umpan balik pelapor, BKD akan 
berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menetapkan nomor kontak person/admin 
SIAP Kepri di seEap satuan pendidikan. Langkah ini bertujuan mempercepat eskalasi 
penyelesaian kendala teknis tanpa mengganggu keharmonisan hubungan kerja internal 
sekolah. 

 
E. Status Ahkir Aduan 

Status Akhir : SELESAI 
Keterangan  : Laporan telah dinyatakan selesai dan ditutup oleh sistem setelah 

adanya klarifikasi yang komprehensif dari instansi berwenang 
 
F. Tangkapan Layar SPAN-LAPOR! 

Aduan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tindak Lanjut I 

 
 
Umpan Balik 

 
 
Tindak Lanjut II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. RINCIAN PENANGANAN ADUAN #1030019 
A. Informasi Umum Aduan 

Nomor ID : #1030019 
Tanggal Masuk : 23 Juni 2026 
IdenEtas Pelapor : Anonim 
Kategori Aduan : Lainnya Terkait Pendidikan Dasar dan Menengah 

 
B. Substansi Permasalahan 

Pelapor menyampaikan keluhan mendalam mengenai keEdaksesuaian implementasi teknis 
aplikasi absensi SIAP Kepri bagi guru PNS dan P3K di wilayah pulau selama masa libur sekolah, 
sebagai berikut: 
1. Meskipun Dinas Pendidikan telah menerbitkan edaran mengenai pelaksanaan *Work 

From Anywhere* (WFA) bagi guru selama libur sekolah, aplikasi SIAP Kepri dinilai belum 
siap memfasilitasi kebijakan tersebut. Akibatnya, guru tetap diwajibkan datang ke sekolah 
hanya untuk melakukan presensi fisik ("setor muka"); 

2. Guru yang bertugas di pulau-pulau kecil harus bergantung pada transportasi laut (kapal). 
Presensi fisik ini memaksa mereka mengambil risiko menunggu kapal dan menghadapi 
kendala cuaca buruk/hujan ekstrem yang menghambat keberangkatan; 

3. Pelapor menyatakan telah mengajukan permohonan perubahan EEk koordinat absensi 
agar disesuaikan dengan kondisi libur/WFA, namun pihak admin aplikasi Edak 
memberikan jawaban atau respons operasional. 

  
C. Alur Disposisi 

Tanggal/Waktu Aksi Keterangan 
23 Juni 2026,  

13:04 WIB 
Aduan Masuk Laporan resmi diterima melalui pla\orm 

website SPAN-LAPOR! 
24 Juni 2026, 

11:07 WIB 
Disposisi Instansi Laporan didisposisikan oleh Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau kepada BKD dan 
KORPRI Provinsi Kepulauan Riau 

03 Juli 2026, 
10:23 WIB 

Tanggapan Tahap I BKD Provinsi Kepri mengunggah klarifikasi 
resmi mengenai mekanisme WFA dan tata 
cara pengajuan koordinat 

09 Juli 2026, 
03:06 WIB 

Umpan Balik 
Pelapor 

Pelapor merespons tanggapan BKD dengan 
menekankan bahwa koordinasi seharusnya 
dilakukan secara internal antarinstansi 
pemerintah ("Ya, kalian lah koordinasi. Jangan 
kami, kalian ajarkan koordinasi. Kalian Edak 
koordinasi") 

13 Juli 2026, 
10:11 WIB 

Tanggapan Tahap II BKD Provinsi Kepri mengunggah respons 
penutup/apresiasi atas umpan balik pelapor 
("Terimakasih atas tanggapannya, Bapak/Ibu") 

 
 
 
 



 
 
D. Tanggapan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau 

BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan klarifikasi resmi sebagai berikut: 
1. Penegasan Status Uji Coba: BKD Provinsi Kepri mengklarifikasi bahwa aplikasi SIAP Kepri 

pada jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
masih dalam tahap uji coba. Masalah transportasi laut, cuaca, dan jaringan internet di 
wilayah pulau menjadi perhaEan penuh dan catatan penEng bahan evaluasi layanan; 

2. Kebijakan WFA Selama Libur Sekolah: Kebijakan WFA bagi pendidik diatur melalui Surat 
Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/100.1.6.1/1/DISDIK/2026 
tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor B/100.1.6.1/1/DISDIK/2026 tentang CuN 
dan Libur Sekolah bagi ASN pada Satuan Pendidikan. Karena kebijakan ini berjalan 
beriringan dengan masa uji coba sistem aplikasi, BKD meminta agar mekanisme presensi 
dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan. BKD berkomitmen melakukan 
koordinasi intensif lanjutan bersama Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan 
keEdaksesuaian di lapangan; 

3. Regulasi Alur Perubahan Ti]k Koordinat: Mengakomodasi umpan balik pelapor, BKD 
akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menetapkan nomor kontak 
person/admin SIAP Kepri di seEap satuan pendidikan. Langkah ini bertujuan 
mempercepat eskalasi penyelesaian kendala teknis tanpa mengganggu keharmonisan 
hubungan kerja internal sekolah. 

 
E. Status Ahkir Aduan 

Status Akhir : SEDANG DIPROSES 
Keterangan  : Laporan saat ini berstatus dalam penanganan operasional akEf 

(Sedang Diproses). Respons terbaru dari instansi berupa apresiasi 
terhadap tanggapan pelapor telah diunggah. Penanganan 
operasional selanjutnya berada pada tahap pemantauan dan 
penyelarasan teknis antara BKD dan Dinas Pendidikan Provinsi 
Kepulauan Riau terkait implementasi sistem presensi selama masa 
WFA. 

 
F. Tangkapan Layar SPAN-LAPOR! 

Aduan 

 
 
 
 
 



 
 
 
Tindak Lanjut I 

 
 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut II 

 
 
 

        Tanjungpinang, 14 Juli 2026 
        Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI 
        Provinsi Kepulauan Riau, 
 
 
 
 
        Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M. 
        Pembina Utama Madya (IV/d) 
        NIP 197601232003122008 
 


